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MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 DENGAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 52 TAHUN 

2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 

 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 

NOMOR 52 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA 

BARAT TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 

NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 

2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA BARAT, 

 
BUPATI MUNA BARAT, 

Menimbang: Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di 

Kabupaten Muna Barat tahun 2022, yang terintegrasi sebagai satu kesatuan 

sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, 

maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; dan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022. 

a. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  343  ayat  (1)  Peraturan Menteri  

Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 86  Tahun 2017 tentang  Tata  

Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan  Daerah,  

Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  

Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  

Jangka  Menengah Daerah  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  

Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka 

Menengah  Daerah  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah, perubahan  

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  dapat  dilakukan apabila  

berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaannya  dalam tahun  berjalan  

menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian  dengan perkembangan keadaan; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muna 

Barat Nomor 17 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Muna Barat Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian dengan 

perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah; dan  
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PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 

NOMOR 52 TAHUN 2022 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat 

Tahun 2022. 

 

Mengingat: Mengingat: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten 

Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5561); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 

Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran Republik  

Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-

Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor  12 Tahun 2019 tentang Pembentukan  Peraturan  

Perundang-Undangan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  

2019  Nomor  183,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
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Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara  Perubahan Rencana Jangka 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2020  Nomor  245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang  Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar 

Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  

2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

21. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505); 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara  Perubahan Rencana Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2022; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Muna Barat; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 10). 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

21. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2022; 

24. Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nomor  58  Tahun  2022 

tentang  Perubahan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi 

Sulawesi  Tenggara Tahun 2022  (Berita Daerah Provinsi  Sulawesi 

Tenggara Tahun 2022  Nomor 59; 

25. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muna Barat Nomor  1  Tahun  2016 

tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  Perangkat Daerah  

Kabupaten  Muna  Barat,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  

Daerah  Kabupaten  Muna  Barat  Nomor  8 Tahun  2022  tentang  

Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Muna Barat; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 

2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 

Nomor 10); 
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28. Peraturan  Bupati  Muna  Barat  Nomor  1 7  Tahun  2021  Tentang 

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muna  Barat Tahun 

2022. 

 

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : Menetapkan : 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022. 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI  MUNA  BARAT  

NOMOR  17 TAHUN  2021  TENTANG  RENCANA  KERJA  

PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN  MUNA  BARAT TAHUN  2022 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenanga daerah otonom. 

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 

disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 

adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang 

mengacu dan berpedoman pad a RKPD. 

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

Pasal I 

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Muna  Barat Nomor  17  

Tahun  2021 tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muna  

Barat  Tahun  2022 (Berita  Daerah  Kabupaten  Muna  Barat  Tahun  2021  

Nomor  17)  diubah  sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Tetap 
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diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat 

Daerah 

9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2022 dan berakhir pada tanqgal 31 Desember 2022. 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kabupaten Muna Barat penyesuaian RKPD Tahun 2022 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan sistematika: 

a. Pendahuluan; 

b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan II; 

c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

f. Penutup 

 

 

Pasal 3 

RKPD bertujuan untuk : 

a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; 

b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

Pasal 3 

 

Tetap 
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c. Menetapkan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara 

perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan; 

d. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya alam secara efisien, 

efektif, berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya 

 

Pasal 4 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih 

yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum, dan program PD dan program kewilayahan 

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 

(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan 

kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam 

RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara; 

(3) RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2022 menjadi satu-satunya bahan 

rujukan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2022. 

 

Pasal 4 

 

Tetap 

Pasal 5 

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat; 

(2) Materi RKPD dibuat dalam buku yang menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 5 

 

Tetap 

Pasal 6 

(1) Peraturan Bupati Muna Barat tentang RKPD Tahun 2022 merupakan 

satu­satunya dokumen rujukan dalam Penyusunan KUA, PPAS, dan 

RAPBD Tahun 2022; 

Pasal 6 

 

Tetap 
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(2) Kegiatan prioritas perangkat daerah yang tidak termuat dalam RKPD 

tahun 2022 dapat dimasukan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahun 

Anggaran 2022, hanya apabila kegiatan prioritas perangkat daerah 

tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam 

rangka menanggulangi kondisi luar biasa; 

(3) Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas meliputi 

Perintah atau Persetujuan Bupati Muna Barat, Nota kesepakatan yang 

ditandatangani oleh Bupati Muna Barat, dan atau persyaratan 

penganggaran dalam bentuk Dana Pendamping (cost sharing); 

(4) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah 

keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan 

atau 

kerusakan inftrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan 

membahayakan keselamatan masyarakat.  

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna 

Barat. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Muna Barat. 

 

Ditetapkan di Laworo 

pada tanggal 2-7 2021 

BUPATI MUNA BARAT 

ACHMAD LAMANI 

 

Diundangkan di Laworo 

pada tanggal 2-7-2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 

L.M HUSEIN TALI 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021 

NOMOR …. 

Ditetapkan di Laworo 

pada tanggal 29-7 2022 

Pj. BUPATI MUNA BARAT 

BAHRI 

 

Diundangkan di Laworo 

pada tanggal 29-7-2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 

L.M HUSEIN TALI 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN  MUNA  BARAT  TAHUN  2022  

NOMOR  52 
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